ABSTRAK

Ardlina Faidah (170901013).Analisis Yuridis Pembatalan Ikrar
Wakaf Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor
1849/Pdt.G/2018/PAJT)

Perwakafan di Negara Republik Indonesia pengaturannya dalam
undang-undang, baru ada pada tahun 2004 dengan Undang-Undang
Nomor 41 dan peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah
Nomer 42 Tahun 2006. Pengaturan Perwakafan sebelumnya sejak
proklamasi kemerdekaan adalah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama
Nomor 1 Tahun 1978 , petunjuk pelaksanaan Peraturan Perwakafan Tanah
Milik diatur dengan Peraturan Ditektur Jendral Bimbingan Masyarakat
Islam Nomor:KEP/D/75/78.Peraturan perundangan yang lain yaitu
Kompilasi Hukum Islam yang diatur dengan Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hukum materiil wakaf
maupun hukum formil wakaf. Hukum formil wakaf dalam hal mengadili
perkara wakaf dan perkara-perkara lainnya dalam hal peradilan bagi
khusus orang-orang beragama islam adalah Undang-Undang Peradilan
Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.

Analisa pembahasan skripsi penulis ini adalah mengenai studi kasus
Putusan Pengadilan Agama atas Gugatan Pembatalan Akta lkrar Wakaf
Tanah Hak Milik.Pengadilan Agama hanya memutus aspek formil gugatan
dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena ada
kekeliruan pihak yang ditarik sebagai tergugat.Sedangkan aspek materiil
gugatan yakni Pembatalan Akta lkrar Wakaf belum diputuskan oleh
Pengadilan Agama.Analisa dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 dalam Pasal 3 dinyatakan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat
dibatalakan.Selain itu dilakukan analisa teroritis dengan pengantar Iimu
Hukum.Maka dengan analisa yuridis dan teoritis akan diperoleh jawaban
atas studi kasus ini.
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